
Mengjn.gat · L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 .. Undang-Undan,g Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat n Batang Dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingk~ngan Propinsi Jawa Tengah; 

3" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
1 

a. bahwa dengan adanya pertambahan penduduk dan pola 
konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya 
volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam; 

b. bahwa pengelolaan sampan selama ini belum sesual 
dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang 
berwawasan lingknngan sehingga men:imbulkan dampak 
negatif terhadap kesehatan masyarakat dan Iingkungan; 

c, bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab 
bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, 
untuk itu perlu dilakukan secara komprehensif dan 
terpadu; 

d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperiukan kepastian 
hukum~ kejelasan tanggung jawab dan kewenangan 
penterintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia 
usaha sehingga pengelolaan saropah dapat berjalan 
secara proporsional, efektif, dan efisien: 

e. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf, b, huruf c~ dan huruf d, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Sampah; 

BUPATI BATANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
PENGEI.DI.AAN SAMPAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR TAHON 2016 

BUPATl BATANG 
PROvTNSI JAWA TE.NGAH 

Menimbang 

santoso
Typewritten text
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Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor- 76, 
Tambahan Lernbaran Negara Nornor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sam.pah (Lembaran .Negara Tahun 2008 
Norn.or 69, Tambahan lembaran Negara Nomor 485Ih 

5. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
1Lembaran Negara Tahun 2009 .No.mor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik · Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

·te1ab_ beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 N.omor 58, Tambaban Lemharan 
Negara Republik Indonesia Nam.or 5679}; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 
1983 Nomor 36., Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3258l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 ten:tang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun .2010 Nomor 901> Tambaban Lemharan Negara 
Nomor 5145); 

8. Peraturan Pe.merintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kahuparen Daerah Tingkat ll Pekalo.ngan 
dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang ((Lembaran 
Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tam.bahan Lembaran 
Negara Nomor 3381); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

10_ Pera.turan Pemerintah Nomar 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaiaan 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

11. Pcraturan Pemerintah No 50 tahun 2007 tentang Tata 
Cara. Pelaksanaan Kerjasama Daera.h (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
2 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang, 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 

unsur ·penye1enggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Batang. 
4_ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya 

dismgkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

BABI 
.KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 
dan 

BUPATI BATANG 

Dengan Persetujuan Bersama 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 
Nomor 188, Tambahan Lemba.ran Negara Nomor 5347}; 

13. Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang 
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 
Penyediaan Infrastruktur (Lerobaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 62); · 

14 _ Pera.tu.ran Menteri Dalam Negeri .Nomor 61 Tahun 2007 
ten.tang Pedoman leknis PengeloJaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Materi Muatan Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah 
Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 
2012 t:entang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan 
Recycle Melalui Bank Sampah; 

18_ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
03/PRT/M/2013 tentang Penyelengga.raan Pra.sarana 
Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah 
Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bata.ng Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16l- 



berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dae.rah. 
5. Perangkat daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan yang bertanggungjawab 
temadap pelaksanaan tugas di bidang persampahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

6. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 

yang berbetuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun 
sampah seients sampah rurnah tangga, 

8.. Pengbasil sampab adaJab M:t1ap orang d.an atau akfbat proses a.lam yang 
menghasilkan timbulan sampah. 

9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari 
hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah 
organik:. tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, 

lo_ Sam:pah sejenis sarnpah rumah tangga adalah sampah yang tidak 
berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman 
nicla:inkan dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khu.sus, 
fasilttas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitas lainnya .. 

11. Kawasan permuk:iman adaJah kawasan human daJam bentu.k: klaster, 
asama-. dan sejenisnya. 

12. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha 
perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan 
prasarana penunjang, 

13~ .Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri 
yang, dilengkapi dengan saran.a dan prasarana penunjang. 

14. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan 
untuk kepentingan nasional/berskala nasional. 

15_ Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah 
-yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah, 

16. ~lolaan sampah adalah kegiatan yang -sistematis, menyeluruh dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan 
sampah. 

17. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah 
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, 
pet1;gplahan dan atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

18. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST 
ada:lah tempat dilakanakananya kegiatan pengumpulan, pem.ilaban, 
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir 
sa.mpah. 

19. Te-mpat pemrosesan akhir yang sela:njutnya disingkat TPA adaJah tempat 
untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media Ilngkungan 
secara aman bagi manusia dan lingkungan. 

20. Orang adalah perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau bad.an hukum. 
21. Kom.pensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terlrena 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sam:pah di 
ternpat pemrosesan akhir sampah. 

22. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, 
mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah. 

23'. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meiliputi kegiatan pemilahan, 
pengumpulan, penga:ngkutan, pengolahan clan pemrosesan akhir, 

24~ Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokk.an dan memlsahkan 
sampah -sesaaijems, jumlah dan/atau sifat sampah, 

25. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan 
sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementa.ra. 

4 
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BAB Ill 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 
(l) ·Ruang lingkup sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah mi 

teroiri dari: 
a. sampah rumah tangga; dan 
b. sampah sejenis sampah rumah tan~ 

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk 
tinja dan sampah spesifik. 

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b berasal dari : 
a. kawasan komersial; 
b. kawasan industri; 
c. kawasan khusus; 
d. fasilitas social; 
e. fasiluas umum; dan/ atau 
f. faailitas lainnya. 

Pasal 3 
Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat 
dan bersih dari sampah serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. 

BABU 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Pengek>laa.n sampah c:liselenggarak berdasarkan asas : 
a. tanggung jawab 
b. berkelanjutan 
c. :manfaat 
d. ke.adilan 
e. kesadaran 
f. kebersamaan 
s- keselamatan 
h. kesamaan 
i. nilai ekonomi. 

26. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber 
dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat 
Pemrosesan Akhir. 

27. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karak:teristik, 
kompoeisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses Iebih Ianjut, 
dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman. 

28. Peuyedia jasa pengelo1aan sampah ada1ah orang dan/atau bad.an yang 
bertan.ggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, 

29_ Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberika.n unruk 
keptan. pengelolaan aampah. 

30. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang 
da:pat didaur ulang dan/ atau diguna u1ang yang memiliki nilai ekonomi. 

31. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
dal:am rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan 
penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak 
benar. 
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Bagian Kedua 
Wewenang 

Pasal 7 
( 1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah 

-mempunyai wewenang: 
a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan 

kebijakan Nasional clan Provinsi.; 
b, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Oaerah sesuai dengan 

norma, atandar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah; 

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah 
yang dilaksanakan oleh pe:merintah; 

d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan TPA; 
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) 

bulan selama 20 (dua puluh] tahun terhadap TPA dengan sistem 
pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan 

{ menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat 
pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Menetapkan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d 
merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap 
daru:rat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f sesuai dengan 
peratura.n perundang-undangan. 

Pasal6 
Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah: 
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam pengelolaan sampah; 
b. :mdakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan 

penanganan sampah: 
c. memfasilitasi, mengembangkan dan me1aksanakan upaya pengurangan, 

penanganan dan pemanfataan sampah; 
d. mdak.sanakan pengelolaan sampa.b dan memfasilitasi pem..-maan 

peasarana dan sarana pengelolaan sampah; 
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat basil pengolahan 

sampah; 
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada 

masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; 
g. melakukan koordinasi an.tar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia 

usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah 

BAB IV 
11JGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 
Tu gas 
Pasal 5 

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terse1enggaranya pengelolaan 
sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan 
sebapimana dimaksud dalam Pasa.13. 
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Pasal 13 
( 1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus 

diumumkan kepada masyarakat. 

BAB VI 
PERIZINAN 

Pasal 12 
( 1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib 

menilliki izin dari Bupati 
{2} fain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. 
(3) Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1} diatur dengan Peratura.n Bupati. 

Pasal 11 
(1} Setiap produsen harus mencantumkan label arau tanda yang 

berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada 
kemasan dan/atau produknya. 

(2) Produsen wajib mengelola kemasan dan/ atau barang yang 
diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. 

Pasal 10 
Pengew1a kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, 
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib 
men;yediakan fasilitas pemilahan sampah. 

Bagian Kedua 
Kewajiban 

Pasal 9 
.Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 
sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan 
cara yang berwawasan Iingkungan 

(l) Setiap orang berhalc 
a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sarnpah secara ba.i"k dan 

berwawasan lingkungan da.ri Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain 
yang diberi tanggungjawab untuk Itu; 

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusarr, 
penyelenggaraan, clan pengawasan. di bidang pengelolaan sampah; 

c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai 
penyelenggaraan pengelolaan sampah; 

d.. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena d.ampa.k negatif 
dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; da:n 

e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan 
sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. 

(2) Ketentuan Iebih lanjut mengenai ta.ta cara penggunaan hak sebagaimana 
dim.aksud pada ayat fl) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABV 
HAK DAN KEW AJIBAN 

Bagi.an Kesatu 
Rak 

Pasa.l 8 
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Pasal 17 
Penanganan sam.pah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaku.kan 
dengan eara: 
a. pemilahan; 
b, pengumpulan; 
c. pengangkutan; 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 16 

{I) Pem.erintah Daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cam: 
a. pembatasan timbulan sampah; 
b. pendauran ulang sampah; dan/ atau c. pemanfaatan kembali 

sampah. 
(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila.kukan 

melalui kegiatan: 
a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan 

produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan 
b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam 

mengembangkan dan memanfaatkan basil daur ulang, pemasaran 
hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah. 

Pasal 15 
(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan 

sa.mpah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja 
tahuna.n Organisasi Perangk.at Daerah. 

(2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagairoana dimaksud 
pada ayat ( 1) paling sedikit memuat: 
a. target pengurangan sampah; 
b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan 

penanganan sampah mulai dari aumber sampa.b sampai dengan TPA; 
c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi 

masyarakat; 
d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang clitanggung oleh Pemerintah 

Daerah dan masyarakat; dan 
e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang mmah 

lingJrungan dalam memenuhi kebutuhan ·mengguna ulang, mendaur 
ulang, dan penanganan akhir sampah. 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BAB VII 
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH 

Pasal 14 

Pengdola.an sampah .rumah t.a.ngga. dan sampah sejenis sampah rumah 
tangga terdiri dari; 
a. pengurangan sampah; dan 
b. penanganan sampah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang 
mendapatkan izin dan tata cara. pengumuman sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 23 
fl) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan 

kebutuhan. 
(2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memenuhi persyaratan teknis sistern pengolahan sampah yang aman 
dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
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Pasal 22 
Pemrosesan akhir sampah sebagairoaoa dimaksud daJam Pasa1 17 hurnf e 
dilakukan dengan mengembalikan sampah dan/atau residu basil 
pengolahan ke media lingkungan secara aman. 

Pasal 21 
{ l) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan 

dengan rnengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sa.mpah yang 
dilaksa:nakan di TPS/TPST dan di TPA. 

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memanfaatkan 
kemajuan teknologi yang ramah lingkungan. 

Pasal 20 
(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud daJaro Pasal 17 hurnf c 

dilaksanakan dengan cara: 
a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab satuan 

pelaksana kebersihan desa / kelurahan; 
b. sampah dari TPS /TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Dacrah; 
c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan 

:industri, dan kawasan khu.sus dari sum.her saropab sampa.i ke 
TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola 
kawa.san;dan 

d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasmtas Jainnya dari 
sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TP~ menjadi 
tanggungjawab Pemerintah Daerah. 

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. 

(3) Ala:t pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, 
.kesebatan lingk:ungan, kenyamanan, dan kebersihan. 

Pasal 19 
Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan 
sejak pcmindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST 
sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan 
jenis sampah. 

Pasal 18 
(1) Pemilaban sebagatmana dimaksud dalam Pa.sal 17 huruf a dilakukan 

melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah. 
(2) Pemilahan sampah sebagaimana diroaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di 
setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, 
kawasan Industri, kawasan khusus, fasilit.as umum, fasilitas sosial,. dan 
fasilitas lainnya. 

d. pengolahan; dan 
e. pemrosesan akhir sampah. 



Pa.sa.l 28 
(1} Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah 

Persampahan setingkat unit kerja pada Organisasi Perangkat 
Daerahuntuk mengelola sampah. 

(2) Badan Layanan Umum Daerah Persampahan sebagaimana dimaksud 
peda ayat ( 1} mempunyai tugas melaksanakan kebijakan., st:rategi,. clan 
rencana Organisasi Perangkat Daerahyang membidangi persampahan. 

(3} Harlan Layanan Umum Daerah Persa.mpahan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 j didasarkan atas: 
a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
lO 

Pasal 27 
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola 

sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 di kawasan kamersial, 
kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan :fasilitas Jainnya, 
sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Tugas lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang 
undangan. 

(3} Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan 'bank sampah oleh 
ma-syarakat sesuai dengan kebutuhan. 

(4) Ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan, mekanisme kerja, 
pelaksanaan dan pelaksana bank sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

(5} Ketentuan lebih rind mengenai hubungan dan mekanisme .kerja antara 
lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
bank sampah yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud 
pad.a ayat (3) diatur lebih 1anjut dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Lembaga Pengelola 

Pasal 26 
Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan 
sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat 
membentuk lembaga pengelola sampah, 

Pasal 25 
TPS seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dapat diubah 
menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien. 

Pasal 24 
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan 

TPS /TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan 
industri, dan kawasan khusus, 

(2) Penyediaan TPS/TPST aebaga.imana dirnakaud pada ayat (1) memenuhi 
pen;yaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan. ra:mab 
lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyediaan TPS fTPST sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai 
dengan rencana tata ruang kawasan. 

undangan. 
(3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah. 



Pasal 32 
(I) Distnsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 dapat berupa: 
a. penghentian subsidi; dan/ atau 
b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa. 

(2} Disi.nse~tif kepada hadan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
l1 

Pasal 31 
( 1) lnsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat {l) dan ayat (2) dapat berupa: 
a. pemberian pengharagaan; dan/atau 
b. pemberian subsidi 

(2}. ln.sentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalaro Pasal 29 
ayat ( 1) dapat berupa: 
a. pemberian pengharagaan; 
b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan aampah; 
C- pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu 

tertentu; 
d. penyertaan modal daerah; dan/ atau 
e. pemberian subsidi 

Pasal 30 
Pernerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha 
dan perseorangan yang melakukan: 
a. pelanggaran terhadap larangan; dan/ atau 
b. pelanggaran tertib penanganan sampeh. 

Pasal 29 
(1) Pemcrintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan 

badan usaha yang melalrukan: 
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; 
b, pelaporan atas pelanggaran terbadap larangan; 
c. pengurangan timbulan sampah; dan/ atau 
d. tertib penanganan sampah. 

(2} Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan 
yang melakukan: 
a. inovasi terbaik daJam pengela)aan sampah; dan/ atau 
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan. 

Bagian Keempat 
Insentif dan Disinsentif 

b. tersedianya barang dan/ a tau jasa. layanan untuk meningkatkan 
kualitas dan kuantitas pelayanan; 

c. pengelolaan persampahan; dan 
d. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan 

pertanggungjawaban kepada Organisasi Perangkat Daerah yang 
membidangi persampahan. 

( 4) Badan Layanan Um um Daerah Persampahan dapat memungut dan 
mengelola biaya atas barang dan/ atau jasa layanan pengelolaan sam.pah 
sesuai. tarif layanan Badan I.a.ya.nan Umum. Daerah Persampahan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupat:L 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Badan 
l.ayanan Umum Daerah Persampahan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 36 
{1} Kerj.a sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat melibatkan 

dua atau lebih kabupaten/kota. 
(2) Linglrup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup: 

a. penyediaan/pembangunan TPA; 
b. sarana dan prasarana TPA; 
C~ pengangkut.an saropah dari TPS/TPST ke TPA; 
d. pengelolaan TPA; dan/atau 
e. pengolahan sampah menjadi produk Iainnya yang ramah Iingkungan. 

Pasal 37 
{ l} Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan bad an usa.ha dalam 

pengelolaan sampah. 
(2) Llngkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Iain: 

a penarikan retribusi pelayanan persarnpahan; 
b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA1 serta sarana dan 

prasarana pendukungnya; 
c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA; 
d. pengelolaan TPA; dan/atau , 
e. pengelolaan produk olahan lainnya. 

(3) Pelaksanaan kerja sama antar da-erah dan kemitraan dengan badan 
usaba dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Bagian Kelima 
Kerja sama dan Kemitraan 

Pasal35 
Pemerintah Daerah dapat: mela.kuk.an kerja saroa antar pemerintah daerah 
atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam _pengelolaan 
sampah. 

Pasal 34 
~berian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
dan Pasal 30 d-isesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal. 

Pasa.133 
(I) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan bad.an 

usaha terhadap: 
a. movasi pengelolaa.n sampah; 
b, pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; 
c. pengurangan timbulan sampah; 
d. tertib penanganan sampah; 
e. pelanggaran terhadap larangan; dan/ atau 
f. pelanggaran tertib penanganan sampah. 

(2) Daiam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat. ( 1) 
dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati. 

dapat berupa.: 
a. penghentian subsidi; 
b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribus.i daerah; 

dan/ata.u 
c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa. 
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Pasal 42 
Bentuk peran masyamkat dalam pengelolaan sampah meliputi: 
a. menjaga kebersihan lingkungan; 
b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilehan, 

pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan 
c, pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam 

upaya peningkatan pengelolaan. sampah. 

BAB IX 
PERAN MASYARAKAT 

Pasal41 
Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan 
sampa.h. 

Pasal 40 
Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasw 39 
ayat (2J sebagai berikut: 
a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah; 
b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan 

dampak negatif pengelolaan sampah; 
c, menetapkan bentuk kompensasi yang diberika.n berdasarkan basil 

investigasi dan hasil kajian. 

Pasal 39 
( l) Pemerintah Daerah roeroberikan kompensasi kepada orang sebagai 

akibat darnpak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di 
tempat pemrosesan akhir sampah. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berupa: 
.a. relokasi; 
b. pemulihan lingkungan; 
c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/ a tau 
d. ganti rugi. 

(3) Peiaksanaan kompensasi sebagairnana climaksud pada ayat { 1) 
dilaksana.kan secara bertahap paling lama 5 tahun :sejak Peraturan 
Daerah ini diundangkan. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI 

Pasal 38 
(lJ Pe.merint.ah Daerah wajjb memhiayai penyelenggaraan pengeloJaan 

sampah. 
(2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD 

Provtnsi/Kabupatent; dan/ atau 
c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengjkat 

(3) Peiaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dila.ksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. 



Bagian Ketiga 
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan 

Pasal 46 
( 1) Penyelesaian sengketa pengelolaan sarnpah di dalam pengadilan 

dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. 
t2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagairoana dimakaud pada ayat 

(l} mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, 
kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian 
yang ditimbulkan. 

{3) Tuntutan dalarn gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana 
14 

Pasal 45 
(l) Pen_yelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, 

negosiesi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pibak yang bersengketa. 
{2} Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana 

dnnaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang 
bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan. 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 

Pasal44 
{ l} Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas: 

a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; 
b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat; dan 
c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. 

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat 
dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui 
pengadilan. 

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BABX 
PENYELESAIAN SENGKETA 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal 43 
(1} Peningkatan peran rnasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

huruf a dilaksanakan dengan cara: 
a. sosialiaasi; 
b, mobilisasi; 
c. kegiatan gotong royong; dan/ atau 
d. pemberian insentif. 

(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dala:m Pasal 42 
hmuf b dilaksa.naka.n dengan cara: 
a.. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampah.an; 

dan/atau 
b. pemberian insentif. 

(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
huruf c dilaksanakan dengan cara; 
a. penyediaan media komunika.si; 
h. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau 
c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat. 
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Setiap orang dilarang: 
a. mencampur sampah dengan limbah ba.han berbahaya dan beracun; 
b, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan I at.au perusakan 

lingkungpn; 
c. membuang sampah di sungai, parit, drainase, saluran irigasi, taman 

kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan; 
d. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi 

dan atau mengganggu lingkungan; 
e. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan 

aknir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah; 
f. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur 

ptacStik~ 

Pasal 50 

BAB XU 
LA RAN GAN 

Pasal 49 
( 1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan 

sampah dan pembinaan pengelolaan sa.mpah. 
(2} ~binaan sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1) meliputi perencanaan, 

penelitian~ pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan 
sampah. 

BAB XI 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 48 
(1) Organisasi pemerhati sa.mpah berhak mengajukan gugatan kepada 

Bupa.ti untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aroan bagi 
kesehatan masyarakat dan Iingkungan, 

{2} Hak mengajukan gugatan sebaga:imana dimaksud pa.da ayat (It terbatas 
peda -tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau 
pengeluaran riil. 

(3} Organisasi pemerhati sampah yang berhak mengajukan gugatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan; 
a. berbentuk bad.an hukum; 
b, mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan 
c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai 

dengan anggaran dasarnya. 

Bagian Keempat 
Hak Gugat 

Pasal 47 
( 1) .Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang 

pengelolaan sampah berhak mengajukan gugata.n secara, Iangsung atau 
melaJui perwakiJan kelompok ~pad.a. Bupati dan/ata.u ~ peJaku 
usaha 

(2) Bupati berhak mengajukan gugatan secara langsung atau melalui 
perwakilan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban 
dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. 

dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau 
tindakan tertentu. 
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BAB XV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 53 
(lJ Pengelola sampah/bentuk korporasi yang menyebabkan pencemaran 

d:an/atau perusakan lingkungan diancam pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan dan perundang-undangan. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 52 
( l) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 

diberi. wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaanana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

{2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 
a.. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berlrenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 

tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berk.enaan dengan 

peri.stiwa tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; 
d .. melakukan pemeriksaan atas pernbukuan, catatan dan dokumen Iain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; 
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat 

bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta 
mcJakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan 
y-ang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang 
pengelolaan sampah; dan 

[ meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang pengelolaan sampah. 

{3} Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan basil penyidikan kepada 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

Pa.sa151 
(1) Bupatl berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang 

yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dala:m Pasal 9 
dan atau pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang 
ditetapkan dalam perizinan. 

(2} Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)adaiah: 
a. peringatan lisa.-n; 
b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga] kali dengan tenggang waktu 7 

hari ka1ender; dan 
c. penutupan tempat usaha dengan upaya paksa; atau 
d. pencabutan surat izin. 

{3} Pencabutan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf d 
dalam bentuk Keputusan Bupati. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 1ebih Janjut 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIII 
SANKSl ADMINISTRATIF 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINS! JAWA 
TENGAH: (3/2016); 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal 

.YOYOK RIYO SUDIBYO 

BUPATI BATANG~ 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal . 

BAB XVI 
KETENIUAN PENUTUP 

Pa.sat 54 
Peraturan Daerah Ini dimulai berlaku pada tanggal dlundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang 

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
~1 50 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e clan huruf f, diancam pidana 
kurungan paling lama 3 {tiga) bulan atau denda paling banyak Rp, 
501JOO,.OOO .. -(Lima Puluh Juta RupiahJ .. 

(3) Setiap orang yang membuang sampah di sungai, parit, drainase, safuran 
irigasi, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan 
- dim.aksud dalam Pasal 50 huruf c diancam pidana 
kurungan paling lama 3 {tiga) bu1an atau denda pa.ling banyak Rp. 
1 ;000 .. 00(l-(satu juta rup.wijN 
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L UMUM 
Sampa.h rnerupakan sa.lah satu permasalaban yang dih.adapi 

banyak daerah di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Batang. 
Semakin bertambah jumlah pendu.duk dan aktivitasnya, maka volume 
sampa.h terus meningkat. Perubahan po1a konsumsi masyarakat 
semakin beragam pula sampah yang dihasilkan. Akibatnya, untuk 
mengata.si sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang 
semakin 1uas. Di samping itu, tentu saja sampan membahayakan 
kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. 

Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak 
membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. 
Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi 
keseJahteraan. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga 
ma.syarakat bahwa sampah merupakan sumber daya yang masih bisa 
dimanfaatkan dan bahkan memilild nilai ekonomi. Pandangan tersebut 
muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan 
semakin rusaknya Iingkungan. 

Pengelolaan sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk 
yang ditimbulkan bagi kesehatan dan Iingkungan. Sampah tempat 
berlrembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah 
juga mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan, 
Oleb karena itu, pemerintah berupaya menangani sampah walaupun 
den~n biaya yang tidak sedikit. Pengelolaan sa.mpah di Kabupate·n 
Batang belum dilaksanakan secara terpadu. Sampah dari berbagai 
sumber baik dari rumah tangga, pasar, industri, dan lain-lain, langsung 
diangkut rnenuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) tanpa melalui 
proses pemilahan dan penanganan terlebih dahulu. Dari. T.PS, sampah 
d.iangk.ut. m.enuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk kemudian 
ditimbun. Pengelolaan sampah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tidak berwawasan 
lingkungan karena menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan 
masyarakat dan lingkungan. 

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sampah bagi 
kesenatan dan Iingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik 
melalu.i pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir 
agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan masyarakat, dan 
atnan bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyaraka.t 
terhadap kebersihan Imgkungan dalam rangka mewujudkan Kabupaten 
Batang yang bersih terhindar dari timbulan sampah, Untuk itu, 
Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat perlu melak:ukan 
pemilahan dan penanganan sampah sehingga timbunan sampah 
berkurang sebelum dibuang ke TPST dan/ atau TPA. 

Perubahan pengelolaan sampah tersebut membawa konseknensi 
hukum kepada Pemerintah Daerab yang diberikan tugas dan wewenang 
oleh Undang-Unda.ng Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban 
rnasyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penan.ganan sampah 
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Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah 
Pemerintah Kabupaten mempunyai tanggung-jawab 
pengelolaan sampah dalarn mewujudkan hak masyarakat 
terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa 
pengelolaan sampah diJaknkan dengan menggunak:an metode 
dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak 
men:imbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat 
dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada 
generasi ·yang akan datang. 
Yang dirnaksud dengan asas manfaat adalah bahwa 
pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang 
menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat 
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutnhan masyarakat, 
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa dalam 
pengelolaan sampah, pemerintah daerah, masyarakat dan 
dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan 
sampah. 

. Yang dimaksud dengan asas kesadaran adalah bahwa dalarn 
pengelolaan sampab, Pemerintah Daerah mendorong setiap 
orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk 
mengu:rangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. 
Yang dimaksud asas kebersamaan adatah bahwa pengelolaan 
sampan diselenggarakan dengan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan. 
Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah bahwa dalam 
pengclolaan sampah harus menjamin keselamatan masyarakat. 
Yang dimaksud dengan dengan asas kesamaan adalah bahwa 
pengclolaan sampah harus menjamin dan melindungi 
masyarakat dari berbagai dampak negatif.. 
Yang dimaksud dengan asas nilai ekonomi adalah bahwa 
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Pasal 2. 
Cukup jelas 

IL PA.SAL DEMI PASAL 

Pasal l 

dengan cara 3R, yaitu reduce (mengurangi volume), reuse (menggunakan 
'kembafi], dan recycle (mendaur ulang}. 

Didalam pengelolaan sampah tidak saja diperlukan aspek peran 
serta aktif masyarakat, meJainkan aspek peraturan sebagai dasar 
hukum, aspek telmis operasional, aspek organisasi dan manajemen, 
serta aspek pembiayaan. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem 
pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan 
kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan 
Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban. masyarakat dan pelaku usaha 
sehinttr pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, 
dan efisien. Untuk itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Sampah. 
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huruf a 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

ayat (3} 
Kawasan komersial berupa, antara Jain, pusat 
perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, 
restoran, dan tempat hiburan. 
Kawasan industri merupakan kawasan tempat 
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan 
prasarana dan sarana penunjang yang dikembang)ran 
dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang 
telah memiliki izin usaha kawasan industri. 
Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah fbadah, panti 
asuhan, dan panti sosial. 
Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angk:utan 
urrmm, stasiun kereta api, pelabuhan Iaut, tern.pat 
pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan 
trotoar. 
Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk 
kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, 
fasilitas. sosial, fasilitas umum antara lain rum.ah 
tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, Jdinik, 
pusat kesehatan masyarakat, kawa-san pendidikan, 
kawasan pariwisata, dan pusat kegiatan olah raga. 

ayat {2} 
Yang dimaksud dengan sampah spesifik meliputi: 
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan 

beracun; 
b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya 

dan beracun; 
c. sampah yang timbul akibat bencana; 
d. puing bongkaran bangunan; 
e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; 

dan/atau 
f. sampah yang timbul secara tidak periodik. 

ayat (l} 
hurufa 

Cukupjelas 
hurufb 

Yang dimak.sud dengan sampah sejenis sampah 
rumah tangga. adaJab sa.mpah yang tidak 
berasal dari rumah tangga. 

Cukupjelas 

sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai 
ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai 
tambah, 

Pasal 6 

Pasat 5 

Pasal 4 

Pasal3 



Untuk produk tertentu yang karena ukuran 
kernasannya tidak memungkinkan mencantnmkan 
label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat 
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ayat (1} 

. Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam 
bentuk klaster, aparternen, kondominium, asrama, dan 
sejeni-snya. Fasilitas pemilahan yang discdiaka.n diletakkan 
pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, 

Pasal il 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup je1as. 

Cukupjelas 
ayat (3) 

Cukup jelas. 
a:.vat t2J 

Cukupjelas 
huruff 

Cukupjelas 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara 
Iain, berupa penyediaan tempat penampungan 
sampah, alat angk:ut sampah, tempat 
pen.ampungan sement.ara, t.empat pengolahan 
sampah terpadu, dan/ atau tempat 
pemrosesan akhir sampah. 

Iruruf c 
Cukup jelas. 

hurufd 
Cukupjelas 

huruf e 

huruf a 
Cukup jelas. 

hurufb 

ayat (I) 

Cukup jelas. 
huruf c 

Cukup jelas. 
hurufd 

Cukup jelas. 
hurufe 

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa knmpos, 
pupuk, biogas, potensi energi, da.n basil daur ulang 
lainnya. 

huruff 
Cukup jelas. 

huruf g 
Cukup jelas. 

huruf b 

Pasal 9 

Pasal 8 

Pasal 7 
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Cukup jelas. 

Pasal31 

Pasa129 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Pasal 28 

Cukup jelas. 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
Pasa126 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Pasal 24 

Cukupjelas. 
Pasal25 

Pasa.l 23 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Pasal 17 

Cukupje1as. 
Pasal 18 

Cukupjelas 
Pasal 19 

Cukup jelas 
Pasal 20 

· Cukupjelas. 
Pasal 21 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pas.al 15 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jelas, 
ayat(2} 

Lingkup perizinan yang d.iatur oleh Pemerintah, antara 
lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, 
jangka waktu izin, dan berakhirnya izin. 

ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
ayat (1) 

ayat (2) 
Yang dimaksud dengan mengelola kemasa.n berupa 
penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang 
dan/atau diguna ulang. 

dicantumkan pada kemasan induknya. 
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Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara 
dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya 
atau diduga adanya gangguan dan/ atau kerugian 
terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkun~ 
akibat kegiatan pengelolaan sampah. 

ayat(2) 
Cukup jelas, 

, Cukup jelas. 
Pasal44 

ayat (1} 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal42 
Cukup jelas. 

Pasal 41 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban 
pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat 
pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.. 

Cukup jelas. 
Pasal 39 

Pasal38 
Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 
ayat(2} 

huruf a 
Cukup jelas. 

hurufb 
Cukup .jelas. 

hurufc 
Cukup jelas, 

hurufd 
Cukup jelas. 

huruf e 
Pengolahan produk adaJah pupuk, biogas, 
olahan potensi lainnya energi, dan basil daur 
ulang lainnya. 

Cukup jelas. 
Pasal36 

Cukup jelas. 
Pasal 37 

ayat (1) 

Pasal35 
Cukup jelas. 

Cukup jelas 
Pasal 33 

Cukup jelas. 
Pasal 34 

Pasal 32· 



Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Batang 
memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula 
dengan beban biaya yang dita.nggung oleh setiap orang dan 
atau pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 51 

Pasal49 
Cukup jelas. 

PasaI 50 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil 
adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah 
dikeluarkan oleh organisasi pemerhati sampah. 

ayat (3) 

ayat (2) 

Organisasi pemerhati sampah merupakan kelompok 
orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan 
sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan 
kegiatannya melipu ti bidang pengelolaan sampah, 

Pasal 48 
ayat (1) 

Cukup jelas, 
ayat (2) 

Pasal 47 
ayat (l} 

Ougatan perwakilan kelompok dilakukan mdalui 
pengajuan gugatan oleh satu orang atau Iebih yang 
mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok. 

Pasal 46 
· ayat (1) 

Cukup jelas, 
ayat (2) 

Cukup jelas. 
ayat (3) 

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat 
mi, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki 
prasarana dan sarana pengelolaan sampah. 

Cukup jelas. 
ayat (2) 

Pasal 45 
ayat (1} 

Penyelesaian sengketa _persampahan di Iuar pengadilan 
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan 
mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau 
mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak: akan 
terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari 
kegiatan pengelolaan sampah. 

Cukup jelas. 
ayat (3) 
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Pasal 53 
Cukup jelas. 

PasaJ 54. 
Cukup jelas. 

Cukupjelas 
Pasa152 
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